BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

Menimbang

Mengingat

= 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) ayat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerahtentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah

agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun
pedoman pemberian dan pertanggungjawabannya,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Hibah;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1560);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

el

10.

11,

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau
sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APDB.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah  pada  Pemerintah  Daerah  selaku  pengguna
anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku bendahara
umum daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku
bendahara umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebabagi dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.
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16.

18.

19,

20.

21.

42,

23.

24.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanngungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap tuhan
yang maha esa, untuk berperan serta dalam- pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara  pengeluaran untuk  mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berupa uang.
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Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. BUMN/BUMD; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum
Indonesia.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung dalam
terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria

paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang;

c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementrian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada Kabupaten
Sarolangun.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana di amanatkan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) huruf ¢ di berikan dalam rangka untuk meneruskan hibah
yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) huruf d di berikan kepada:

a. Badan dan Lembaga Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, Gubernur atau Bupati;

c. Badan/Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial yang telah memliki surat
keterangan terdaftar yang masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat
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hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah pusat, dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan dari
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya; dan

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. Memiliki kepengurusan yang jelas;

b. Memilki surat keterangan domisili dari lurah /kepala desa setempat atau
sebutan lainnya; dan

c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten
Sarolangun dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar
wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sarolangun.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sekurang-
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;

c. Memiliki sekretariat tetap dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 7

(1) Unit Kerja/SKPD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang
Administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah
Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.

(2) Hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang
tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja
Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai penyediaan
setiap keeping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2
(dua) sumber yaitu hibah APBD maupun APBN.

BAB II1
PROSEDUR PENGANGGARAN
Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.



(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. BUMN/BUMD; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum
Indonesia.

Pasal 12
(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
hibah dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) SKPD terkait yang melakukan evaluasi usulan mencantumkan daftar nama
penerima, alamat penerima dan besaran hibah yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan
dihibahkan dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kepada KDH melalui PPKD
tembusan SKPD terkait.

Pasal 16

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban atas pemberian hibah meliputi:

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 18

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. Laporan realisasi hibah;
b. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana hibah;
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
disampaikan kepada Bupati sedangkan c disimpan oleh penerima sebagai
objek pemeriksaan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun
berikutnya.

Pasal 19

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

. Ditetapkan di Sarolangun
T A pada tanggal 2 Jaavaer 2020

BUPATI SAROLANGUN,

Lo
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Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2 JA#UV AR 2020

SEKRET. W RAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 4



